
 

 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK  

NOMOR 67 TAHUN 2022 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2011 

TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PARKIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang : a. bahwa pengaturan terkait ketentuan dasar 

perhitungan pajak parkir telah diatur dengan 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2011 

tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Parkir; 

  b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan pajak parkir 

dapat terlaksana dengan lebih baik dan efektif, maka 

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu dilakukan perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang 

Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Parkir; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
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Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
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7.  Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);  

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2021 Nomor 13); 

11.  Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2011 

tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Parkir 

(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 

720); 

12.  Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 

Nomor 66); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG 

KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PARKIR. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik 

Nomor 48 Tahun 2011 tentang Ketentuan Dasar 

Perhitungan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2011 Nomor 720), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 6 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut: 

a.  Pajak Parkir Tetap dan Parkir Insidentil sebesar 

25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran; 

dan 

b.  Pajak Parkir Progresif dan Parkir Vallet sebesar 

30% (tiga puluh persen) dari pembayaran. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 7 

Besaran Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak Parkir 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

  

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah dapat menyediakan karcis 

berperforasi dengan besaran tarif tertentu sesuai 

kebutuhan yang dapat digunakan sebagai dasar 

nilai pembayaran parkir oleh pengguna pelayanan 

kepada Wajib Pajak penyelenggara Tempat Parkir. 
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(2) Besaran tarif tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan 

dalam pengenaan tarif pada tempat khusus parkir 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Penyediaan karcis berperforasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk pelayanan 

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah dan bentuk pengawasan atas 

kepatuhan kewajiban perpajakan di Daerah.  

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.  

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 29 September 2022 
 

BUPATI GRESIK, 

 

Ttd. 

 

FANDI AKHMAD YANI 

  

Diundangkan di Gresik  

pada tanggal 29 September 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN GRESIK, 

 

Ttd.  

 

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.  
Pembina Utama Muda 

NIP. 19661027 199803 1 001 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 67
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